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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

a.

1.

bahwa  dalam rangka mewujudkan  aparatur
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di
lingkungan Kementerian BUMN perlu dilakukan upaya
mendorong terwujudnya  peningkatan integritas
aparatur Kementerian BUMN;

bahwa untuk terwujudnya integritas aparatur
Kementerian BUMN sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu disusun sistem pengendalian gratifikasi
di lingkungan Kementerian BUMN;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Menteri BUMN tentang
Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Kementerian BUMN;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Menetapkan :

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014;

7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P
Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
TENTANG PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK
NEGARA.
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Pasal 1

Program Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian BUMN sebagaimana
diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini, harus dilaksanakan oleh seluruh aparatur di
lingkungan Kementerian BUMN serta pihak-pihak yang diperbantukan
atau ditugaskan pada Kementerian BUMN.

Pasal 2

Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian BUMN
disusun sebagai salah satu upaya peningkatan integritas aparatur
Kementerian BUMN melalui penyeragaman pemahaman dan pelaksanaan
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi di lingkungan
Kementerian BUMN.

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri BUMN menetapkan Inspektorat
Kementerian BUMN bertindak sebagai Unit Pengendali Gratifikasi
Kementerian BUMN.

(2) Unit Pengendali Gratifikasi Kementerian BUMN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang untuk
melakukan analisis dan pemrosesan terhadap setiap laporan
gratifikasi di lingkungan Kementerian BUMN sebagai bentuk
pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian BUMN.

Pasal 4

Pasal4

Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini akan dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta J
pada tanggal 17 Maret 2014

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

DAHLAN ISKAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : PER-05/MBU/2014
TENTANG

PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
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